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BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RINomor : 1 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RINomor: 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat

Kepaniteraan Pengadilan;
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11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pemungutan Biaya Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanBuku I dan

Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga

Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1_144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di

Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: W2-

A4/541/Hk.05/VI/2019 tanggal 13 juni 2019 tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik

2. Administrasi Perkara

3. Administrasi Persidangan

4. Administrasi umum (Persuratan, Kepegawaian, Perpustakaan)

5. Keuangan dan Barang Milik Negara
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C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar

2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan

5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (Persuratan, Kepegawaian,

Perpustakaan)

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran dan

Barang Milik Negara

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen

2. Wawancara

3. Konfirmasi

4. Observasi

5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

E. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan dimulai

dari tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan selesai pada Pengadilan

Pengadilan Agama Rantauprapat.

F. GAMBARAN UMUM OBRIK

1. Informasi Umum Pengadilan

 Sejarah singkat

 Wilayah hukum

 Kedudukan kantor

 Prestasi yang pernah diperoleh terkait kinerja (ISO, akreditasi dll)

 Foto gedung kantor

2. Struktur organisasi
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3. Kondisi SDM

4. Kondisi Perkara
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BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Manajemen Peradilan

Dalam hal manajemen Peradilan telah berjalan sebagaimana

mestinya, tidak ada ditemukan temuan;

2. Pelayanan Publik

NO. URAIAN

1 Kondisi Di meja layanan (PTSP) belum ada nomor antrian
Kriteria Seharusnya di meja layanan harus ada nomor antrian.

agar layanan dapat diberikan sesuai dengan urutan

seharusnya.
Sebab Dianggap masih dapat dilayani tanpa adanya nomor

antrian.
Akibat Pelayanan tidak sesuai dengan urutan seharusnya.
Rekomenda
si

Agar segera ditindaklanjuti dengan membuat nomor

antrian layanan.
Tindak
Lanjut

....................................................

3. Manajemen Peradilan

NO. URAIAN

1 Kondisi Jadwal Rapat, Absensi Rapat sudah ada, namun

notulen rapat dan dokumentasi kegiatan berupa

foto belum semuanya ada.
Kriteria Setiap kegiatan/rapat yang telah dilaksanakan

semestinya dilengkapi dengan notulen rapat dan

dokumentasi berupa foto kegiatan sebagai bukti

bahwa rapat benar telah dilaksanakan.
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Sebab Masih beranggapan bahwa notulen rapat tidak

dibutuhkan serta karena belum adanya inventaris

penunjang berupa kamera untuk mengambil foto

kegiatan rapat.
Akibat Tidak dapat dibuktikan adanya kegiatan rapat

yang telah dilaksanakan, baik itu tentang

sosialisasi ataupun keputusan bersama serta

kegiatan rapat kurang mendukung untuk

dipublikasikan.
Rekomenda
si

Diwajibkan untuk selalu membuat notulen rapat

dan direncanakan dalam anggaran untuk

pembelian kamera.
Tindak
lanjut

...............................................................................

2 Kondisi .............................................................................
Kriteria ...............................................................................
Sebab ...............................................................................
Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

...............................................................................
Tindak
lanjut

...............................................................................

4. Pelayanan Publik

NO. URAIAN

1 Kondisi Ruang tunggu sidang belum memadai untuk

menampung para pihak pencari keadilan.
Kriteria Seharusnya ruang tunggu bisa menampung

semua pihak pencari keadilan.
Sebab Bangunan Pengadilan Agama Rantauprapat yang

belum sesuai prototype, sehingga tidak

memungkinkan lagi untuk menambah atau

memperluas area ruang tunggu.
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Akibat Pelayanan publik belum maksimal karena

sebagian para pencari keadilan menunggu di

ruang informasi, tempat parkir.
Rekomenda
si

Agar segera ditindaklanjuti dengan mengusulkan

pembangunan gedung yang sesuai dengan

prototype untuk Pengadilan Agama Kelas I B.
Tindak
lanjut

...............................................................................

2 Kondisi Ruang menyusui, area bermain anak dan area

merokok belum ada.
Kriteria Seharusnya semua ruang ataupun area penunjang

pelayanan publik di Pengadilan Agama harus ada.
Sebab Gedung Pengadilan Agama Rantauprapat belum

sesuai prototype gedung yang ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI, serta anggaran untuk

merenovasi gedung juga tidak tersedia.
Akibat Kurang maksimal dalam memberikan pelayanan bagi

pencari keadilan.
Rekomenda
si

Agar segera diusulkan untuk pembangunan gedung

baru Pengadilan Agama Kelas I B atau diusulkan

untuk anggaran renovasi kantor untuk tahun anggaran

berikutnya.
Tindak
lanjut

...............................................................................

3. Kondisi Jam pelayanan informasi belum ada
Kriteria Seharusnya jam pelayanan informasi harus ada,

sehingga para pencari informasi mengetahui kapan

bisa datang untuk memperoleh informasi.
Sebab Karena meja informasi sudah ada, sehingga luput

dengan penunjang meja informasi.
Akibat Para pencari informasi datang untuk meminta

informasi sesuai dengan keinginannya sendiri.
Rekomenda
si

...............................................................................
Tindak
lanjut

...............................................................................
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B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Surat gugatan/permohonan.

NO. URAIAN

1 Kondisi Dalam Surat gugatan dan permohonan identitas

para pihak masih ditemukan identitas yang belum

diisi secara lengkap tentang tempat dan tanggal

lahir terutama Surat gugatan yang dibuat oleh

Advokat.
Kriteria SK DIRJEND BADILAG Nomor:

0458/DJA.HM/.02.3/2/2016, tanggal 14 Februari

2016.
Sebab Penasehat hukum sering lalai dan lupa.
Akibat Tidak tercapainya pengisian SIPP secara

lengkap.
Rekomenda
si

Supaya selalu diingatkan kepada Kuasa Hukum,

Posbakum dan para pihak.
Tindak
lanjut

...............................................................................

2 Kondisi Dalam gugatan dan permohonan yang

menggunakan Kuasa Hukum masih terdapat

posisi Kuasa Hukum lebih dahulu dari pihak pihak

prinsipalnya.
Kriteria Bimtek.
Sebab Kurang sosialisasi.
Akibat Tidak tertib administrasi perkara.
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Rekomenda
si

Supaya disosialisasikan kepada Kuasa Hukum.
Tindak
lanjut

...............................................................................

2. Penerimaan Perkara tingkat pertama/ banding/kasasi/PK.

NO. URAIAN

1 Kondisi Penerimaa perkara tingkat pertama dengan cara

biasa telah sesuai dengan hukum acara, akan

tetapi pendaftaran perkara dengan cara e-Court

belum terlaksana sepenuhnya karena baru

sebahagian Kuasa Hukum /Advokat yang

menggunakan pendaftan perkara secara e-court

dan hal itu baru dilakukan oleh tiga orang Kuasa

Hukum yaitu Masmulyadi SH, Muhammad Yusuf

Siregar, SH. MH dan Zainal Abidin Pakpahan,

SH. MH, sedangkan yang lainnya masih

melakukan pendaftaran biasa karena data

advokat yang bersangkutan belum terverifikasi ).
Kriteria Perma Nomor 3 Tahun 2018.
Sebab Data Advokat belum semua terverifikasi dan

tervalidasi dengan Pengadilan Tingkat Banding

dimana Advokat tersebut disumpah.
Akibat Tidak tercapainya pendaptaran perkara dengan

mudah dan biaya perkara ringan.
Rekomenda
si

Supaya selalu diingatkan kepada para Advokat

agar segera mendaftarkan perkara secara e-

Court.
Tindak
lanjut

.............................................................................

2 Kondisi Pengiriman berkas banding dan Kasasi tidak

tepat waktu apabila salah satu pihak berada

diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau
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Prapat (Mohon bantuan).
Kriteria SK DIRJEND BADILAG Nomor:

0458/DJA.HM/.02.3/2/2016, tanggal 14 Februari

2016.
Sebab Relaas sering terlambat datang.
Akibat Tidak tercapainya pengisian SIPP secara akurat.
Rekomenda
si

Supaya selalu diingatkan kepada Pengadilan

yang dimohonkan bantuan melaksanakan tepat

waktu.
Tindak
lanjut

...............................................................................

3. Pemberkasan dan kearsipan perkara

NO. URAIAN

1 Kondisi Pembundelan berkas perkara pada umumnya

telah berjalan dengan baik, pembundelan berkas

perkara sudah bisa diselesaikan tepat waktu,

namun satu dua perkara masih ada juga yang

kurang tepat waktu.
Kriteria Supaya selalu diingatkan kepada para petugas

agar tetap memelihara dan meningkatkan apa

yang telah dicapai.
.

Sebab ............................................................................
Akibat ............................................................................
Rekomenda
si

.............................................................................
Tindak
lanjut

.............................................................................

2 Kondisi Instrumen-instrumen perkara pada umunya

sudah terpenuhi dengan baik, Instrumen

panggilan sudah berjalan dengan benar namun

satu dua masih ditemukan panggilan sampai
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waktu sidang belum ada/sampai, malah ada

ditemukan waktu sidang relaas panggilan belum

ada karena tidak dilaksanakan panggilan.
Kriteria Yang perlu jadi perhatian ruang arsip perkara

kurang memadai, karena tidak ada petugas tetap

pada ruang tersebut, pembersihan ruangan

dilaksanakan cuma seminggu sekali, ruang arsip

perkara sempit hampir penuh dengan rak

perkara, seharusnya ruang arsip perkara

diperluas.
Sebab ...............................................................................
Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

Ruang arsip perkara kurang penerangan perlu

ditambah lampu untuk penerangan ruangan

tersebut, di ruang arsip perlu disiapkan masker

bagi petugas yang membenahi atau mau masuk

ruangan tersebut karena dikhawatirkan kurang

baik bagi kesehatan. Buku arsip ada tapi buku

control arsip tidak ada
Tindak
lanjut

.............................................................................

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

 Sistim pembagian perkara.

NO. URAIAN

1 Kondisi Penunjukan Majelis Hakim telah berjalan dengan

baik, penunjukan PMH tersebut adalah memakai

rumus: 1, 3 dan 5, dalam arti kata Ketua satu

perkara, Wakil mendapat 5 perkara dan Masjelis

mendapat 5 perkara. Dalam Penetapan Hari

Sidang juga telah berjalan dengan baik, yaitu
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penetapan hari siding dilaksanakan oleh Majelis

setelah turun berkas dari Ketua pada hati itu juga

dan pada hari itumjuga Majelis membagikan

berkas pada anggota. Penunjukan Panitara

Pengganti dilaksanakan oleh Panitara adalah

setelah turun berkas dari Majelis Panitera

langsung menunjuk PP nya dan sekaligus Juru

Sita Penggantinya.
Kriteria .............................................................................
Sebab Relaas sering terlambat datang.
Akibat Tidak tercapainya pengisian SIPP secara akurat.
Rekomenda
si

Supaya selalu diingatkan kepada Panitra

Pengganti karena masih ditemukan isi dari Berita

Acara Sidang berupa coy paste, sehingga

menyulitkan untuk mendapatkan keterangan

saksi yang akurat; Masih ada Berita Acara Sidang

yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan

terlambatnya mengonsep putusan yang akibatnya

terlambat untuk mengablout putusan;

Masih ada juga relaas panggilan yang tidak

sampai pada pihak-pihak, sehingga masih ada

pihak-pihak yang tidak tahu dengan adanya

persidangan, malah masih ada relaas panggilan

yang tidak dijalankan sampai pada waktu

persidangan.
Tindak
lanjut

.............................................................................

 Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.


NO. URAIAN

1 Kondisi Pemanggilan pihak-pihak dilaksanakan pada jam
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kerja, rata-rata pada hari Jumat.
Kriteria .............................................................................
Sebab hal ini disebabkan kurangnya personil jsp untuk

menyampaikan relaas panggilan.
Akibat Pembuatan Berita Acara Sidang sering telambat

karena PP kurang dan mempunyai beban kerja

yang banyak, akitanya peneeeyerahan Bas pada

Majelis sering telambat.
Rekomenda
si

.............................................................................
Tindak
lanjut

.............................................................................

2 Kondisi Tertib persidangan pada umunya berjalan baik

namun masih ada juga kekurangannya, kadang-

kadang kurang tersedia instrument mediasi,

kurang siap porter sidang, kadang yang

mendaftar untuk sidang adalah

Tergugat/Termohon sedangkan

Penggugat/Pemohon belum/tidak mendaftar.
Kriteria ...............................................................................
Sebab ...............................................................................
Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

...............................................................................
Tindak
lanjut

.............................................................................

3. Kondisi Tertib persidangan pada umumnya berjalan baik

namun masih ada juga kekurangannya, kadang-

kadang kurang tersedia instrument mediasi,

kurang siap porter sidang, kadang yang

mendaftar untuk sidang adalah

Tergugat/Termohon sedangkan

Penggugat/Pemohon belum/tidak mendaftar

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1. Pemanggilan pihak-pihak dilaksanakan pada jam kerja, rata-rata

pada hari Jumat, hal ini disebabkan kurangnya personil jsp untuk

meyampaikan relaasmpanggilan;

2. Pembuatan Berita Acara Sidang sering telambat karena PP

kurang dan mempunyai beban kerja yang banyak, akitanya

peneeeyerahan Bas pada Majelis sering telambat;

3. Tertib persidangan pada umumnya berjalan baik namun masih

ada juga kekurangannya, kadang-kadang kurang tersedia

instrument mediasi, kurang siap porter sidang, kadang yang

mendaftar untuk sidang adalah Tergugat/Termohon sedangkan

Penggugat/Pemohon belum/tidak mendaftar;

4. Lambatnya jaringan internet pada ruang siding yang

mengakibakan terlambatnya memasukkan amar putusan pada

SIPP;

5. Pemberitahuan isi putusan umumnyasudah berjalan dengan baik,

akan tetapi masih ada juga yang terlambat karena Juru Sita lupa;

6. Pelaksanaan putusan (eksekusi) sudah berjalan dengan baik;

 Siadpa Plus:

Masalah Siadpa Plus tidak jalan lagi karena telah focus pada SIPP dan

tidak ada lagi tenaga untuk itu.

D. ADMINISTRASI UMUM (PERSURATAN, KEPEGAWAIAN, PERPUSTAKAAN)

KEPEGAWAIAN

NO. URAIAN

1. Kondisi Kelengkapan Sarana Tata Usaha kepegawaian.

Sudah baik, namun masih ada temuan kecil yang

ditemukan seperti: Map Absensi yang terkadang

ada dan terkadang tidak ada;

Kebutuhan Lemari File yang mesti di tambah

(akan tetapi karena keterbatasan ruang.
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Kriteria Sudah baik, namun masih ada temuan kecil yang

ditemukan seperti:

- Map Absensi yang terkadang ada dan

terkadang tidak ada;

Kebutuhan Lemari File yang mesti di tambah

(akan tetapi karena keterbatasan ruang, maka

harus diperhatikan oleh pimpinan mengenai

solusinya;..
Sebab ............................................................................
Akibat ............................................................................
Rekomenda
si

Maka harus diperhatikan oleh pimpinan mengenai

solusinya.
Tindak
lanjut

.............................................................................

2. Kondisi Format Kelengkapan Sarana Tata Usahan

Kepegawaian, baik/ tidak ada kendala dan temuan

dan harus dipertahankan.
Kriteria ...............................................................................
Sebab ...............................................................................
Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

...............................................................................
Tindak
lanjut

.............................................................................

3. Kondisi Buku catatan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

Baik/ tidak ada kendala dan temuan.
Kriteria ...............................................................................
Sebab ...............................................................................
Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

dan harus dipertahankan.
Tindak
lanjut

.............................................................................

4. Kondisi .............................................................................
Kriteria ...............................................................................
Sebab ...............................................................................
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Akibat ...............................................................................
Rekomenda
si

...............................................................................
Tindak
lanjut

.............................................................................

A. KEPEGAWAIAN

NO ITEM YANG DIPERIKSA KEADAAN TINDAK LANJUT

1. Kelengkapan Sarana Tata

Usaha kepegawaian;

Sudah baik, namun

masih ada temuan

kecil yang

ditemukan seperti:

- Map Absensi

yang terkadang

ada dan

terkadang tidak

ada;

- Kebutuhan

Lemari File

yang mesti di

tambah (akan

tetapi karena

keterbatasan

ruang, maka

harus

diperhatikan

oleh pimpinan

mengenai

- Sudah

ditindaklanjuti.
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solusinya;

2. Format Kelengkapan

Sarana Tata Usahan

Kepegawaian

- Baik/ tidak ada

kendala dan

temuan dan

harus

dipertahankan.

3. Buku catatan Penilaian

Sasaran Kinerja Pegawai

- Baik/ tidak ada

kendala dan

temuan dan

harus

dipertahankan.

4. Daftar Urut Kepangkatan Baik/ tidak ada

kendala dan temuan

dan harus

dipertahankan

5. Bezetting Formasi Baik/ tidak ada

kendala dan temuan

dan harus

dipertahankan

6. NIP, Karpeg, Kartu

Taspen, Kartu Askes,

Kartu Istri, Kartu Suami

- Masih ada data

istri atau suami

pegawai/ hakim

yang belum

memiliki karsu

dan kari

- Sudah

diidenfikasi

untuk

ditindaklanjuti.

7. Pengelolaan Kenaikan

Pangkat dan Gaji Berkala

- Baik/ tidak ada

kendala dan

temuan dan

harus

dipertahankan

8. Pendidikan Penjenjangan Baik/ tidak ada
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dan non Penjenjangan kendala dan temuan

dan harus

dipertahankan

9. Kesejerahteraan Pegawai secara umum bagi

pegawai dan honorer

yang masuk dalam

DIPA Pengadilan

Agama Rantauprapat

sudah baik. Temuan

yang tampak adalah

kesejahteraan Honorer

yang belum masuk

DIPA.

- Hakim

pengawas

merekomendasi

kan pimpinan

untuk

mengusulkan

Pegawai

Honorer yang

belum masuk

DIPA agar

dapat

dimasukkan

dalam DIPA

Pengadilan

Agama

Rantauprapat

10. Pengisian Formasi

Jabatan

Baik/ tidak ada

kendala dan temuan

dan harus

dipertahankan

11. Pensiunan Baik/ tidak ada

kendala dan temuan

dan harus

dipertahankan

12. File Pegawaian Lengkap

13. Sikep (Sistem Informasi

Managemen Kepegawaian

- Masih

ditemukan

kendala
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pengisian TMT

CPNS dan TMT

PNS yang

belum lengkap,

karena pejabat

yang berkaitan

belum

memberikan

filenya ke

bagian ke

kepegawaian.

B. KEPEGAWAIAN

NO ITEM YANG DIPERIKSA KEADAAN TINDAK LANJUT

1. RKAKL (Rencana

Kegiatan Anggaran

Kelembagaan

Berjalan sesuai

prosedur, namun

masih ditemukan

kendala dalam

penyusunan RKAKL

tidak melalui rapat

pejabat yang

berwenang untuk itu.

2. Rentra (Rencana

Setrategis)

Baik, namun masih

ditemukan kendala

dalam penyusunan

nya tidak melibatkan

pejabat yang

berwenang untuk itu.

3. PKT (Perjanjian Kinerja

Tahunan)

Baik dan belum ada

temuan
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4. RKT (Rencana Kinerja

Tahunan)

Baik dan belum ada

temuan

5. Program Kerja Program kerja harus

disampaikan di awal

dan harus diawasi oleh

pihak terkait

6. Capaian Kerja evaluasi capaian kerja

semestinya di kontrol

tidak menunggu

laporan tahunan

7. Website - Tampilan harus

diperindah,

content belum

lengkap,

pengawasan

dari IT harus

temporer

- Sudah

ditindaklanjuti.

8. Kelengkapan Format

Teknologi Inforamasi

Baik
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BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diuraikan BAB II di atas, dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYAN PUBLIK

Nihil

2. ADMINISTRASI PERKARA

Dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas

Bidang Administrasi perkara dapat disimpulkan bahwa Pengadilan

Agama Rantauprapat pada dasarnya telah melakukan proses

penerima perkara tingkat pertama/banding/kasasi dan Peninjauan

Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan hukum acara petunjuk

buku II, Sema dan Perma , namun masih perlu adanya

pembinaan dan sosialisasi dari Pimpinan Pengadilan terhadap

tugas-tugas yang berkaitan dengan pembuatan surat gugatan dan

permohonan dan pendaftaran perkara dengan cara e-Court

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. ADMINISTRASI UMUM

Administrasi keuangan dan Umum secara umum berjalan dengan

baik, namun pagu DIPA 01 dan 04 perlu perhatian untuk
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direalisasikan agar dana yang ada dapat terealisasi sebagaimana

mestinya.

Barang Inventaris Kantor telah tercatat di buku inventaris barang,

akan tetapi barang-barang kantor yang sudah rusak berat belum

ada upaya untuk penghapusan dan pelelangan, untuk diharapkan

kepada petugasnya membuat kembali usulan penghapusan

barang yang telah rusak berat

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sebagai

berikut:

1. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYAN PUBLIK

Agar segera ditindaklanjuti dengan membuat nomor antrian layanan.

Diwajibkan untuk selalu membuat notulen rapat dan direncanakan

dalam anggaran untuk pembelian kamera.

Agar segera ditindaklanjuti dengan mengusulkan pembangunan

gedung yang sesuai dengan prototype untuk Pengadilan Agama

Kelas I B.

Agar segera diusulkan untuk pembangunan gedung baru Pengadilan

Agama Kelas I B atau diusulkan untuk anggaran renovasi kantor

untuk tahun anggaran berikutnya/

2. ADMINISTRASI PERKARA

Agar Pimpinan Pengadilan Agama Rantauprapat memberi penegasan

kepada petugas Meja I agar dalam menerima perkara terlebih

dahulu memeriksa kelengkapan identitas para pihak dalam surat

gugatan sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang ada pada

SIPP.

Agar semua temuan Hakim Pengawasr ditindaklanjuti secepatnya

dalam waktu yang tidak terlalu lama.

3. ADMINSTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
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Untuk lancarnya pelaksanaan Adminstrasi Persidangan dan

Pelaksanaan Putusan, perlu diingatkan mulai dari Juru Sita agar

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan

persidangan seperti memastikan relaas itu sampai kepada yang

bersangkutan , kalau tidak bertemu dengan yang bersangkutan

baru di sampaaikan kepada Kepala Desa dan ditnda tangani serta

distempel oleh Kepala Desa dan jangan ada istilah ditanda

tangani oleh aparat desa.

Petugas sidang atau Panitera Pengganti sebelum sidang perlu

mengecek kelengkapan persidangan, seperti ada tidaknya relaas,

ada tidaknya instrument pemanggilan pihak-pihak dan instrument

mediasi, kesiapan porter sidang.

 Pembuatan Berita Acara Sidang harus disiapkan segera oleh

Panitera Pengganti, karena keterlambatan bisa terhalang

membuat dan mengaplout putusan ke SIPP. Isi berita acara harus

dicek dengan.

4. ADMINISTRASI UMUM

Pejabat dan pegawai yang bertugas untuk pengelolaan barang

inventaris segera membuat laporan untuk tahun 2019 dan

membuat usulan baru untuk penghapusan / pelelangan barang

yang rusak berat.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim

Pengawas Bidang Pengadilan agama Rantauprapat.

Rantauprapat 26 Juni 2019

Koordinator Hakim Pengawas Bidang

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH
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